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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Tinjauan tentang Kedudukan Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat

Berdasarkan sejarahnya dahulu Karaton Surakarta Hadiningrat adalah sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang berdaulat yang wilayah kerajaannya meliputi hampir tiga perempat dari pulau Jawa. Karaton Surakarta Hadiningrat yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram adalah kerajaan pribumi yang pemerintahannya dijalankan dengan sistem tradisional Jawa. Berdasarkan sistem ini kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada pemilikan raja atas tanah kerajaan yang dikuasainya. Sistem ini tetap berlaku setelah Karaton Surakarta terpecah menjadi Karaton Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran dan Pura Paku Alaman, bahkan berlangsung terus sampai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Dalam masa pendudukan Jepang, juga tidak merubah kedudukan daerah-daerah swapraja tersebut. Menurut hukum internasional memang pendudukan belligerent tidak merubah kedudukan hukum wilayah yang didudukinya. Tetapi dengan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, berakibat pada kedaulatan Belanda menjadi hapus dan beralih kepada bangsa Indonesia. Hal demikian menurut hukum internasional pada prinsipnya berlalu lembaran baru (clean state) bagi hukum di Indonesia. Dengan keadaan seperti itu berarti bahwa kedudukan dan hak atas tanah Karaton Surakarta, serta semua daerah swapraja menjadi hapus dan tunduk pada keputusan hukum bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu telah disusun dalam sebuah aturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Tentang Swapraja ini Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah akan memandang dan mengingat hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa (Pasal 18). Yang dimaksud dengan daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai susunan (pemerintahan) asli, seperti misalnya daerah Swapraja Karaton Surakarta. Ketentuan Pasal 18 ini menetapkan masa depan daerah swapraja yang dipandang dan diingati hak-hak asal usulnya. Dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tentang apa hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, menetapkan bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini. dengan demikian kedudukan Karaton Surakarta Hadiningrat beserta hak atas tanahnya menurut ketentuan aturan peralihan ini tetap berlaku dan tetap di akui keberadaannya.

Untuk selanjutnya kedudukan Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai daerah swapraja dalam era kemerdekaan Indonesia ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

1) Piagam Pemerintah Indonesia tertanggal 19 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Susuhunan Surakarta tetap pada kedudukannya. Piagam ini kemudian di ikuti oleh Maklumat/Amanat ISKS Pakoe Boewono XII tanggal 1 September 1945 yang berisi “……………… menjatakan Negeri Soerakarta Hadiningrat, jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia, dan berdiri dibelakang Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia”.

2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang menetapkan pengadaan Komite Nasional Daerah di Karesidenan, Kota berotonomi dan Kabupaten mengecualikan pembentukan Komite Nasional Daerah di Surakarta dan Yogyakarta.

3) Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD tahun 1946 tertanggal 15 Juli 1946 yang menetapkan bahwa daerah Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran untuk sementara sebagai Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan pembentukan propinsi Jawa Tengah yang meliputi antara lain Karesidenan Surakarta.

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang antara lain menetapkan Surakarta sebagai kota besar.

6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Pasal 88 ayat (3), menetapkan bahwa daerah swapraja yang de facto dan/atau de jure sampai pada saat berlakunya Undang-Undang ini masih ada dan wilayahnya telah menjadi wilayah atau bagian wilayah administratifnya suatu daerah, dinyatakan dihapus.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan UUD 1945 menetapkan akan memandang dan mengingati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa termasuk daerah swapraja Karaton Surakarta, dalam  pengaturan kelanjutan ketentuan UUD 1945 itu hak-hak asal-usul Karaton Surakarta tidak dipandang dan diingati.

Dengan penetapan pemerintah nomor 16/SD Tahun 1946 kedudukan Karaton Surakarta sebagai daerah swapraja diam-diam dihapuskan. Hal ini terjadi karena pembentukan Karesidenan Surakarta tidak dilakukan dengan menetapkan daerah swapraja Kasunanan Surakarta menjadi Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta dibentuk diluar organisasi pemerintah Kasunanan Surakarta. Hak-hak asal-usul dan susunan asli Karaton Surakarta tidak dipandang dan tidak diingati dalam pembentukan Karesidenan Surakarta.

Dengan ditetapkannya penghapusan itu Karaton Surakarta hapus kedudukannya sebagai badan hukum, khususnya sebagai badan hukum publik, karena Karaton Surakarta tidak lagi merupakan pihak yang dapat dibebani hak kewajiban yang diatur hukum public. Dengan hapusnya kedudukan sebagai badan hukum publik itu Karaton Surakarta tinggal merupakan sekumpulan orang, yang terikat oleh satu hubungan keluarga yang diketuai oleh Sri Susuhunan. Dengan hapusnya kedudukan sebagai badan hukum publik itu Karaton Surakarta juga tidak menjadi bagian hukum perdata. Hal itu disebabkan karena untuk menjadi badan hukum perdata Karaton Surakarta harus memenuhi persyaratan hukum tertentu (Istanto, 2002: 2-5)

b. Tinjauan Hak atas Tanah Karaton Surakarta

Karaton Surakarta yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram adalah kerajaan tradisional Jawa yang pemerintahannya di dasarkan pada pemilikan tanah oleh raja. Hal ini terus berlanjut meskipun kerajaan terpecah menjadi dua antara lain Karaton Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang pecah lagi dengan adanya Puro Mangkunegaran dan Pura Paku Alaman.

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia keadaan itu menjadi berubah dan tunduk pada keputusan bangsa Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk selanjutnya pengaturan tanah yang merupakan daerah swapraja dalam era kemerdekaan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dalam Diktum Keempat menetapkan.

a) hak-hak dan wewenang-wewenang atas tanah dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada negara.

b) Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pencabutan hak atas tanah di lakukan dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 5). Undang-Undang ini sebenarnya merupakan pengaturan lebih lanjut dari prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUPA. Prinsip ini menetapkan bahwa untuk kepentingan umum ….. , hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 18)

3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian yang menetapkan bahwa tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja, yang telah beralih kepada negara sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A UUPA, termasuk tanah-tanah yang akan dibagikan menurut Peraturan Pemerintah tersebut (Pasal 1). Disamping itu menetapkan pembagian peruntukan tanah swapraja dan bekas swapraja itu adalah sebagai berikut : sebagian untuk kepentingan pemerintah, sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan (Pasal 4 ayat (1)). Berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak dan wewenang atas tanah Karaton Surakarta Hadiningrat selaku bekas daerah swapraja telah dihapus oleh UUPA, Penghapusan demikian berarti pencabutan hak dan wewenang Karaton Surakarta Hadiningrat atas tanah yang semula di kuasainya. Pencabutan hak dan wewenang itu tidak tergantung adanya Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut penghapusan hak dan wewenang tersebut.

Berkaitan dengan penghapusan hak dan wewenang atas tanah itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Karaton Surakarta masih mempunyai dua macam hak, yakni hak pembayaran ganti kerugian atas penghapusan hakl tersebut dan hak atas peruntukkan sebagian tanah yang dibagikan dalam rangka pelaksanaan land reform. (Istanto, 2002: 5-7)

c. Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden memandang perlu adanya penjagaan kelestarian benda cagar budaya karena hal itu merupakan salah satu aset yang penting bagi pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta hubungan demi memupuk kesadaran jatidiri dan kepentingan nasional.

Bahwa untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya.

Yang dimaksud dengan benda cagar budaya pada UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya adalah

a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

b. Benda atau yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1992).

Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs. Situs dalam pengertian UU Nomor 5 Tahun 1992 adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1992).

Yang terpenting dari UU Nomor 5 Tahun 1992 adalah bahwa penguasaan benda cagar budaya berada di tangan pemerintah dan undang-undang ini juga telah melakukan kriminalisasi atau ada ketentuan pidananya. Ketentuan pidana dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah tindak pidana kejahatan dan Pasal 28 adalah tindak pidana pelanggaran (Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1992).

d. Tinjauan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Status dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Status dan Pengelolaan Karaton Surakarta disebutkan bahwa “Tanah dan bangunan Karaton Kasunanan Surakarta berikut segala kelengkapan di dalamnya adalah milik Kasunanan Surakarta yang perlu dilestarikan sebagai peninggalan budaya bangsa”.

Artinya, dengan terbitnya Keputusan Presiden ini telah mengembalikan hak milik atas tanah yang dimiliki Karaton Surakarta Hadiningrat yang pernah dihapus dan dikuasai negara. Dengan demikian atas dasar Keputusan Presiden  Nomor 23 Tahun 1988, ini pihak Karaton Surakarta mempunyai dasar legitimasi untuk membuat kebijakan atas tanah dan bangunan yang menjadi miliknya tersebut. Akan tetapi tidak semua tanah milik Karaton Surakarta Hadiningrat di kembalikan, karena pasal 1 ayat (2) dari Keputusan Presiden ini selanjutnya menyebutkan “termasuk dalam pengertian kelengkapan Karaton adalah Masjid Agung dan Alun-alun Keraton”. Dengan demikian berarti ada pembatasan tentang tanah yang dimaksud sebagai milik Karaton tersebut yaitu hanya sebatas dari Gladag termasuk Alun-Alun Lor dan Masjid Agung, Pagelaran, Siti Hinggil Lor. Baluwarti, Kedaton, Siti Hinggil Kidul, Alun-Alun Kidul sampai di Gapura Gading. 

Selanjutnya menurut Pasal 2, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 disebutkan bahwa “Sri Susuhunan selaku pimpinan Kasunanan Surakarta dapat menggunakan karaton dan segala kelengkapannya untuk keperluan upacara, peringatan, dan perayaan-perayaan lainnya dalam rangka adat karaton Kasunanan.” Artinya bahwa Sri Susuhunan (pihak Karaton Surakarta) dibatasi haknya hanya sebatas menggunakan saja, jadi tidak berwenang melakukan tindakan hukum atas Karaton dan segala kelengkapan. Misalnya : menjualnya atau mengalihkan dengan hak apapun kepada pihak lain.

Tentang Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 disebutkan bahwa pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta dalam rangka pariwisata dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pariwisata Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi bersama-sama Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan keraton.

Bagi Sinuhun Paku Buwono XII sendiri, segala apa yang kemudian terjadi tersebut dianggap sebagai kehendak sejarah. Yang terpenting baginya, Keppres 23/1988 masih menempatkan Keraton Kasunanan sebagai salah satu pusat kebudayaan yang perlu dipelihara. Ini, sedikitnya akan ikut menjamin kebudayaan Jawa yang telah tumbuh menjadi sebuah totalitas integralistik yang sudah mengalami proses dalam kurun yang amat panjang dapat dipertahankan.

Pada kondisi yang demikian itu, kebudayaan mencakup dimensi yang luas. Bukan hanya sekedar menyangkut eksistensi kehidupan sosio kultural horizontal. Melainkan juga meliputi hubungan transedental vertikal manusia dengan alam semesta dan Penciptanya yang terimplementasi dalam bentuk produk-produk peradaban riil, baik yang bersifat agraris maupun non agraris, corak arsitektur, adat istiadat, bahasa, seni, kesusasteraan, sistem religi, politik, kepemimpinan maupun kekuasaan.

Harus diakui, Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu manifestasi dari eksistensi kebudayaan Jawa sedang mengalami  perubahan. Pergeseran akibat tuntutan sejarah kehendak zaman dan alam itu, menghadapkan pada dua peluang paradoksal. Pertama membiarkan keraton. Atau, kedua mencoba berusaha terus mengikuti arus pertumbuhan baru.

Pilihan atas satu di antara dua kemungkinan tersebut, ditentukan oleh kebijakan yang diambil. Jika keraton tak diinginkan punah, keberanian melakukan reaktulisasi, refungsionalisasi dan modernisasi merupakan langkah yang tak bisa dihindari. “Saya menyadari sudah bukan masanya lagi untuk memperbincangkan keraton sebagai pusat politik. Posisinya sekarang harus lebih ditempatkan dalam kerangka pengemban, pelestari dan pengembang kebudayaan”. 

Ketika fungsi itu mustahil dapat direalisasikan hanya melalui pendekatan statis pasif, yang pada akhirnya hanya akan menjadikan keraton sebagai cagar budaya. “Maka, tak ada pilihan yang lebih tepat kecuali menempuh restorasi pro aktif menuju proses reaktualisasi dan refungsionalisasi, sehingga Keraton Kasunanan mampu menjelma menjadi pusat kebudayaan yang dinamis.”  

e. Tinjauan Pendapat Tentang Perlunya Pelestarian Karaton Surakarta Hadiningrat

1) Karaton sebagai sumber budaya 

Bangunan yang dinamakan Karaton, adalah merupakan kediaman Ratu, dan sekaligus menjadi Pepundhen bagi Kerabat Karaton. Selain dianggap mempunyai daya magis, didalam Karaton terdapat banyak hasil karya manusia yang memang lahir di situ, yang kemudian disebut dengan nama Cabang-cabang budaya Karaton.  Sebagai misal : Gamelan, Gendhing, Tarian, Tembang, Pusaka, Tatacara dan Upacara, yang oleh masyarakat pendukungnya masih menghendaki pelestariannya. (Yosodipuro, 1994)

2) Karaton sebagai Lingkungan Budaya 

Lingkungan budaya di Karaton Kasunanan dan Mangkunegaran di Solo, selain lambang kelestarian bahasa dan budaya Jawa, juga menjadi pusat pelestarian adat kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun. (Sidharta dan Eko Budihardjo, 1989 : 22)

Karaton merupakan bangunan yang telah melewati umur 50 tahun, jadi mempunyai hak sebagai benda cagar budaya. Ronggowarsito pernah mengatakan “Yen wis kliwat separo abad, jwa kongsi binabad” (kalau sudah melewati separuh abad atau 50 tahun, jangan sampai dihancurkan). Eugene Ruskin berkata menghancurkan peninggalan kuno merupakan dosa yang tidak kecil. Perlakuan yang paling ideal terhadap keraton adalah konservasi yang menurut pengertiannya secara umum adalah semua kegiatan pelestarian sesuai dengan kesepakatan internasional yang dirumuskan dalam Piagam Burra tahun 1981. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnnya terpelihara dengan baik. Konservasi meliputi kegiatan: pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakup preservasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi. Pelestarian dalam Piagam Burra digunakan istilah preservasi (Sidharta dan Budihardjo, 1989: 9-10).

Prinsip-prinsip konservasi yang perlu diperhatikan adalah:

1) Konservasi dilandasi atas penghargaan terhadap keadaan semula dari suatu tempat dan sesedikit mungkin melakukan intervensi fisik bangunannya, supaya tidak mengubah bukti-bukti sejarah yang dimilikinya.

2) Maksud dari konservasi adalah menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat dan harus bisa menjamin keamanan dan pemeliharaannya di masa mendatang.

3) Konservasi suatu tempat harus dipertimbangkan segenap aspek yang berkaitan dengan makna kulturalnya, tanpa menekankan pada salah satu aspeknya dan mengorbankan aspek yang lain.

4) Suatu bangunan atau hasil karya bersejarah harus tetap berada pada lokasi historisnya. Pemindahan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan atau hasil karya tidak diperkenankan, kecuali bila hal tersebut merupakan satu-satunya cara guna menjamin kelestariannya.

5) Konservasi menjaga terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur, dan bahan pembangunan. Setiap perubahan baru yang akan berakibat negatif terhadap latar visual tersebut harus dicegah.

6) Kebijaksanaan konservasi yang sesuai untuk suatu tempat harus didasarkan atas pemahaman terhadap makna kultural dan kondisi fisik bangunannya (Sidharta dan Budihardjo, 1989: 14).

f. Tinjauan Pendapat Tentang Perlunya Pelestarian Cagar Budaya 

Bangunan dan kawasan yang memiliki nilai arti kesejarahan ataupun nilai seni arsitektur, pada dasarnya harus dilihat sebagai objek cagar budaya. Objek cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri. Sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional. (Imam Sudibyo dan Widya Wijayanti, 1997 : 143).                

2. Kerangka Pemikiran






Gambar 1. Diagram Alur Pemikiran 
Untuk terwujudnya upaya pelestarian Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai cagar budaya, tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pengelolaan Karaton Surakarta Hadiningrat. 

Sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Status Dan Pengelolaan Karaton Kasunanan Surakarta, yang jelas mengatur kebijakan dalam hal pelestarian terhadap Karaton Surakarta Hadiningrat maka diperlukan langkah-langkah yang sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan Karaton tersebut, sehingga tujuan dari pelestarian dapat dicapai. 
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